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RINGKASAN

Perlindungan hukum terhadap tumbuhan anggrek lthpeshatikan, jika
Indonesia dianggap oleh dunia internasional tidakampu mengatasi
penyelundupan berbagai jenis tumbuhan anggrek sednaalam Appendix
Konvensi CITES Convention on International Trade in Endangered ¢ of
Wild Fauna and Flora selanjutnya disingkat menjadi Konvensi CITES, eker
dirasa sangat merugikan bagi devisa negara. Heghliat dikarenakan pada satu
sisi peraturan yang mendukung pelestarian tumbw@mggrek harus di patuhi
karena pelestarian telah menjadi isu global tetdipisi lain ternyata terjadi
penyelundupan perdagangan tumbuhan anggrek sertgakbakendala yang
dihadapi dalam masalah kegiatan ekspor yang hasisas dengan ketentuan
perdagangan tumbuhan anggrek internasional yangyawankepada ketentuan
Konvensi CITES.

Penelitian ini mengangkat beberapa masalah: 1. #@#paknggrek
merupakan jenis tumbuhan alam hayati yang perindiihgi pemanfaatannya;
2. Apakah peraturan tentang komoditas ekspor tuaramggrek sesuai dengan
prinsip-prinsip dasar Konvensi CITES; dan 3. Ppnsipakah yang dapat
melindungi pemanfaatan komoditas perdagangan tuarbahggrek.

Selanjutnya tujuan yang ingin dicapai dalam peia@litesis ini adalah :
1. Untuk mengkaji dan menganalisis anggrek seljaga tumbuhan alam hayati
agar dilindungi dalam pemanfaatannya; 2. Untuk rkajigdan menganalisis
kesesuaian prinsip-prinsip dasar antara peratenatarig perdagangan tumbuhan
anggrek di Indonesia dengan prinsip-prinsip dasanv€nsi CITES sebagai
peraturan perdagangan tumbuhan anggrek interndsaara 3. Untuk mengkaji
dan menganalisis prinsip yang melindungi pemanfa&tanoditas perdagangan
tumbuhan anggrek.

Adapun metode penelitian ini menggunakan metodedigunormatif,
dengan pendekatan undang-undang, konseptual, dbadgegan. Bahan hukum
yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bdh&um sekunder,
kemudian menganalisis dengan menggunakan metodrprietasi, argumentasi
hukum dan logika hukum dengan berpegang pada leaistét iimu hukum $ui
generis.

Hasil pembahasan bahwa sebagai salah satu neggeag telah
meratifikasi Konvensi CITES, Indonesia berkewajibamtuk menerapkan
ketentuan-ketentuan Konvensi CITES tersebut. Bkaidengan penerapan
tersebut, maka akan terlihat dengan cara bagainReraerintah Indonesia
mentransformasi ketentuan-ketentuan Konvensi CIKESlalam hukum positif
Indonesia. Untuk melihat praktek tersebut, penoisngkaji dan menganalisis
sejauh mana ketentuan-ketentuan dalam Konvensi £ITE terapkan dalam
melakukan kegiatan perdagangan tumbuhan anggrekndapaya pemanfaatan
sumber daya alam hayati secara lestari baik pengagadi dalam negeri maupun
ke luar negeri/ekspor.

Pelaksanaan Konvensi CITES di Indonesia dalam pardgmn tumbunan
anggrek telah diatur sesuai dengan Undang-undangoNb Tahun 1990 tentang
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemygag selanjutnya
disingkat dengan UU Nomor 5 Tahun 1990 yang merapakdang-undang yang
secara khusus mengatur pelestarian tumbuhan daa $mserta ekosistemnya,



dan mengklasifikasikan tumbuhan anggrek menjadi dotongan, yaitu :
tumbuhan anggrek yang dilindungi undang-undangtukak dilindungi undang-
undang. Sedangkan dalam Konvensi CITES tumbuhamgrekgdigolongkan
dalam Appendix | dan Il, sesuai ketentuan KonvélH3ES pelanggaran terhadap
perdagangan tumbuhan anggrek yang termasuk dalagmendlix CITES harus
dikenakan sanksi. Namun menurut UU Nomor 5 Tahufi019anksi hanya
dikenakan kepada pelanggar perdagangan tumbuhagrekngang dilindungi
undang-undang, sedangkan tumbuhan anggrek yang didiadungi undang-
undang belum ada sanksinya. Dengan perbedaanpopesiggolongan tersebut
menimbulkan perlindungan hukum terhadap perdagatugabuhan anggrek tidak
konsisten dalam pelaksanaan Konvensi CITES di lesian Pembagian
penggolongan mengenai status perlindungan hukumadap tumbuhan anggrek
disarankan disesuaikan dengan ketentuan Konvedt%;lsehingga ketentuan
perdagangan tumbuhan anggrek dalam upaya pemanfaataber daya alam
hayati secara lestari antara ketentuan nasionahtiermasional dapat sejalan.
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ABSTRACT

Protection of law to orchid plant must be paid rtit, if Indonesia assumed by
international world unable to overcome smugglingiougs orchid plant types

included in Appendix CITES Convention, because feltdly harms for state's

stock exchange. The thing because of by one regulatdes that is supporting
conservation of orchid plant must in obeying beeacsnservation has become
global issue but side to be other simply happemednecerce smuggling of orchid

plant and many constraints faced in export actipitgblem which must pursuant
to commerce of international orchid plant referriagule CITES Convention.

Purpose of in research of this thesis is to stuay analyses : orchid as nature
plant type involves to be protected in its expiajti concordance of elementary
principles between regulations about commerce dhidrplant in Indonesia with
base principles CITES Convention as regulation @hmerce of international
orchid plant; and principle protecting exploiting commerce commodity of
orchid plant. This research method applies methaddis normatif, with law
approach, conceptual, and comparison. Law mateqglied is primary law
material and secondary law material, then analysgsusing interpretation
method, argument of law and law logic by standingoru law science
characteristic (sui generis).

Result of solution that as one of state which tasication convention CITES,
Indonesia is obliged to apply rule of CITES Convemt Relates to the applying,
hence will seen by the way of how the Governmerarttiogonal transformation
Indonesia of rule of CITES Convention into positlag of Indonesia. To see the
practice, writer studies and analyses how far gious in CITES Convention in
applying in doing commercial activity of orchid ptain the effort exploiting of
natural resources involves everlastingly either marce inside the country and
also exports.

Execution of Convention CITES in Indonesia in comeeeof orchid plant has
been arranged as according to LAW NO. 5 The ye@0 tassifying orchid plant
to become two factions, that is : orchid plant pctéd by law and is not protected
law. While in CITES Convention orchid plant clagsif in Appendix | and II,
according to rule of CITES Convention collision commerce of orchid plant
which included in Appendix CITES must be sanctionBdt according to Law
Number 5 The year 1990 sanctions only be imposetbtomerce trespasser of
orchid plant protected, while orchid plant thahat protected has not there are its
transformation. With difference of the classificatiprinciple generates protection
of law to commerce of orchid plant is not consisten execution of CITES
Convention in Indonesia. Statutory classificatiovision of protection of law to
orchid plant is suggested adapted for rule CITE&vention, so that commerce
rule of orchid plant in the effort exploiting of tu@al resources involves
everlastingly between national and internationEs®@arned in parallel.

Key words: protection of law, exploiting, commeroechid plant.
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